- PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

JL. PUEBONGO NO 87 WISMA ALAM RAYA
CALL CENTER 0811- 4444 - 064

KSANAAN KEGIATAN

4 Website:ptunpalu.go.id Email:ptunpalu@gmail.com :

i




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini
perkenankanlah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyampaikan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 Perihal
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang ditujukan
kepada Para Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan para Ketua
Tingkat Banding dan diteruskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar.

Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu sudah sesuai dengan outline Mahkamah Agung dalam
hal pelaporan. Menerapkan budaya kerja yang positif, akuntabel dan
berintegritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani. Dan tercapainya Visi dan Misi Peradilan
yang Agung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Adapun yang menjadi harapan kami kiranya diperlukan saran
perbaikan guna untuk menyempurnakan pelaporan ini dengan segala
koreksi atas kekeliruan dari laporan ini, kami siap untuk memperbaiki
dan menyempurnakan lebih lanjut,

Demikian Pengantar ini kami sampaikan dan Kiranya menjadi

landasan pemikiran lanjut bagi kita warga Peradilan Tata Usaha Negara
Palu ditahun berikutnya.

Palu, 03 Januari 2023
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BABI
PENDAHULUAN

Menyikapi akan outline pelaporan tahunan (melalui email
terlampir), khususnya untuk Pengadilan Tingkat Pertama dibawah
Badan Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia guna mengimplementasikan maksud
dari Bab I Pendahuluan, Sub A. Kebijakan Umum Peradilan
maka sudah barang tentu tetap mendukung dan tetap mengacu
kepada Kebijakan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI
tahun 2020 — 2024 yang teridentifikasi menjadi 3 (tiga) bidang
serta tidak terpisahkan dari sebagaimana Surat edaran maupun
Keputusan Mahkamah Agung RI dan Instruksi terkait.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan seluruh kegiatan
yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama,
kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi
mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 143/KMA/SK/VI1/2007 tentang Pemberlakuan Buku |
pada bagian ketiga (Prosedur penyampaian laporan Pelaksanaan
Kegitan) Laporan Tahunan berdasarkan Program Kerja dan
diserahkan ke Pengadilan Tingkat Banding.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi
Negara/kepemerintahan  sesuai dengan  Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor - XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan

peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana
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serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membuat

evaluasi hasil kerja pemetaan masalah dan  pemecahan
masalah tahun 2022.
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BAB 1I

A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Palu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2022 menerima

>  Keadaan Perkara Tingkat Pertama

perkara yang didaftarkan di bagian Kepaniteraan sebanyak 137 Perkara,

antara lain perkara tersebut terbagi dalam keadaan Perkara Tingkat
Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi,

Kembali. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini -

maupun Peninjauan

Not lreipeds e Gl e Tumbh

I | Pertanahan _ Bt TEE o

2 [ Kepogawaian s U : o

37 iPenjiman e 5 : = i

.- Ke’p"ala'. dan .Pénmgkat 5 . 6 - - : _. 6

: Desa . 2

5 [KIP 1 4 - 5

6 Lelang _ - 1 - 1
Tindakan Administratit 104 14 27 118

/ Pemerintah

8 Dan lain-lain 9 3 s 12
Totilah & 137 26 T34 163
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» Keadaan Perkara Tingkat Banding

No
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» Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

'GRAFIK PERKA

—— e

Peninjauan eksekusi
Kembali

Tingkat pertama Banding kasasi
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C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka
Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang Cepat, Mudah, Akuntabel, Transparan dan
Terjangkau. Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik menjelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah yang
memberikan pelayanan kepada Masyarakat harus memiliki Standar
dalam memberikan Layanan kepada Publik. Secara responsif, regulasi,
dan kebijakan pelayanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan
kepercayaan publik terhadap penegak hukum sebagai wujud badan
peradilan yang Agung sebagaimana Visi dan Misi Mahkamag Agung.
Salah satu contoh Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung yang
telah memiliki program untuk meningkatkan Pelayanan Publik adalah
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui program Akreditasi
Penjaminan Mutu. Program tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015,
Pengadilan Tata Usha Negara Palu telah dj datangi oleh Tim Asesment
dan telah menandatangani nota kesepahaman antara Ketua Tim
Asesment dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Maka dari
hal tersebut sebagai Warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
mewujudkan dan meningkatkan Pelayanan yang Prima dan terbaik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan. Dalam setiap Awal Tahun Anggaran
berjalan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mendapat
alokasi dan realisasi anggaran yang diajukan, khusuénya untuk bagian
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Adapun Layanan di Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu saat ini Sangat membantu Masyarakat Yang
Kurang Mampu untuk mengajukan Perkara ke Pengadilan disebut
Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara). Sebagai Pelayan
Masyarakat kita mempunyai rasa tanggungjawab yang sangat besar demi
pelayanan pn’nia dan kepuasaan Masyarakat berdasarkan Visi dan Misi
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Yaitu Visi « Mewujudkan
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Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang Agung” dan Misi sebagai
berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat, Biaya
Ringan, dan Transparansi;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan

dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;

3. Melaksanakan Tertib Administrasi  dan Manajemen

Peradilan yang Efektif dan Efisien;
4. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan
Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Menunjang Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai Pelayan
Masyarakat yaitu Meningkatkan dan Mewujudkan Pelayanan yang
Prima sehingga Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan
Pengadilan Tata Usaha Negara sangat memuaskan berdasarkan Hasil
survey yang dilaksanakan tiap hari jam kerja Pelayanan. Adapun
Pelayanan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010
dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014, Masyarakat yang tidak
mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan. Pengadilan
Tata usaha Negara menyediakan Posbakum yang melayani pemberian
informasi, konsultasi dan nasehat hukum atau membantu pembuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan dapat
memberi referensi  mengenai pengacara yanga akan mendampingi
persidangan. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh
Pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima bantuan
Hukum. Penerima Bantuan Hukum Adalah Orang atau Kelompok Orang
Miskin. Pemberi Bantuan Hukum Adalah Lembaga Bantuan Hukum atau

Organisasi Kemasyarakatan yang Memberi Layanan Bantuan Hukum
Berdasarkan Undang-Undang.
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Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjalin Kontrak Kerja
sama selama satu tahun Memorandum Of Undertsanding (MOU) dengan
Pos Bantuan Hukum vyaitu “Cahaya Keadilan Selebes” untuk
melaksanakan Mandatory Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal
57 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan. Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang
mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di antaranya melayani:

Pemberian Informasi, Dokumen, Konsultasi, dan Advice Hukum yang
Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Penjamin dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum Untuk
Mendapatkan Akses Keadilan Secara Profesional;

Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara;

Melayani Beracara Cuma-Cuma / Prodeo.

Realisasi Penyerapan Tahun 2022 paa Posbakum Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu sebagai berikut :

- Posbakum Rp. 33.000.000,-
- Realisasi Rp. 33.000.000,-
- Sisa Rp. 0,-
- Belanja Jasa Profesi Rp. 28.800.000.,-
- Realisasi Rp. 28.800.000,-
- Belanja ATK Posbakum Rp. 4.200.000,-
- Realisasi Rp. 4.200.000,-

- Perkara Prodeo

Prodeo adalah Proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-
Cuma dengan dibiayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung.
Mengenai Pro deo atau kita kenal denga Prodeo sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
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Dalam laman resmi tersebut  yang  berhak mengajukan
gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah
Masyarakat yang tidak mampu  secara ekonomis, dengan syarat
melampirkan berdasarkan (Pasal 7 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah
Agung No 1 Tahun 2014) sebagai berikut

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa
benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;

2. Surat keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga
Miskin  (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan ~ Masyarakat
(JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),
Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu
pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Pengadilan Tata Usaha
Negara Klas 1 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
didukung dengan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Sumber
daya manusia yang tersedia saat ini telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-
masing bagian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka sumber daya
manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terbagi dalam dua bagian
yaitu bagian teknis dan non teknis. Bagian teknis menangani tugas dibidang
teknis Peradilan sedangkan non teknis menangani tugas kesekretariatan
sebagai penunjang pelaksanann tugas Peradilan.

Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
berjumlah 27 (dua puluh tujuh orang) terdiri dari Pegawai Teknis dan Non
Teknis dan PPNPN 11 orang Total Keseluruhan 37 orang yang terbagi
dalam kolom dibawah ini sebagai berikut:

&. PEGAWAI TEKNIS HAKIM 7 (TUJUH) ORANG YAITU:
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D. CPNS TEKNIS ANALISIS PERKARA PERADILAN 4 (EMPAT) ORANG

_ TOTAL 4 ORANG

YAITU :
NO NAMA JABATAN | GOLONGAN
. |IMUHAMMAD GRAVI DANUT IRTO,S.H. CPNS Il/a
2. |SHENNY RUSTAM MOIDADY, S.H. CPNS I1Il/a
3. |ANAS BANU AJL, SH. CPNS I/a
4. NICKO ANTONIO WIJAYA S. H CPNS 1IT/a

E. PEGAWAI NON TEKNIS KESEKTARIATAN 6 (ENAM) ORANG YAITU:

NO | NAMA JABATAN GOLONGAN
L. | Hj.SITTI JUNAEDAH, SE. SEKRETARIS | IV/b
2. | Hj.AMINAH, S.H. | KASUBBAG PTIP | III/d
3. | IMELDA CHRISTINE, SE. KASUBBAG 1/d
; : : - KEPEGAWAIAN &
T A | ORTALA
4. | FEMIANTI, S.Kom KASUBBAG /e
- ' UMUM &
' : KEUANGAN ;
5. | GALIH AZIZKHAN, S.IP -ANALIS IIl/a
: - KEPEGAWAIAN
WARDI, S.E. BENDAHARA [l/a
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 14
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¥. PEGAWAI PEMERINTAHAN NON PE

GAWAI NEGERI (PPNPN)
NO v ;;:‘__'}NAMA TUGAS PERB ANTUKAN-_'_-_

1. IMOHFAUZAN SPdIS}{ SOPIR STAFPANMUD
PERKARA,
ADMIN ECOURT,
SIPP

2. |ULIL AMRI ALIMIN, S.E SOPIR STAF UMUM&
KEUANGAN

3. |FRANGKY ATIMANG SATPAM UMUM&
KEUANGAN

4. [SAMSUL BAHRI SATPAM UMUM&

- KEUANGAN

5. |FALDY ABRAHAM SATPAM UMUM&
KEUANGAN

6. |SUKARNO SATPAM UMUM &
KEUANGAN

7. |ADE CHANDRA PERMANA, S.ST [PRAMUBAKTI |OPERATOR
SAIBA, SIMAK

8. IMOH.FACHRI DARMAWAN, S.H. | PRAMUBAKTI PENGELOLA IT

9. |[ACHMAD REYZHA PRAMUBAKTI |OPERATOR
PERSEDIAAN

10.]NURRAMADHAN,A.Md.MI..S'H. |PRAMUBAKTI |STAF PTIp

11.| WINDA, S.E. PRAMUBAKTI |STAF
KEPEGAWAIAN
& ORTALA

B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini berjumlah 27 (Dua
puluh tujuh ) Orang, yang terdiri atas 7 (Tujuh) Orang Hakim, 7 (Tujuh) Orang

pejabat teknis (Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perkara, Panitera

Penganti) dan Juru Sita Pengganti 1 (satu) orang, 4 (empst) Orang Pejabat Struktural

(Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan, Kepala Sub Bagian

Perencanaan TI dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana, dan 1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 1 (satu) orang Bendahara.

Jumlah PPNPN 11 (sebelas) Satuan Pengamanan 4 Orang, Pramubakti 5 Orang,

Sopir 2 Orang. PPNPN ini di perbantukan di masing-masing Sub bagian karena

kekurangan pegawai di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan diluar dari
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tugas PPNPN dan membantu bagian administrasi, selain dari Satpam masing-masing
memegang aplikasi yang terdapat pada sub bagian yang diperbantukan dan sangat

membantu kinerja pegawai pada Pen gadilan Tata Usaha Negara Palu.

Melihat kondisi jumlah pegawai yang ada saat ini maka perlu penambahan
pegawai sebanyak 16 orang. Kebutuhan pegawai untuk ditempatkan sebagai tenaga staf
di bagian Panitera Muda Perkara sebanyak 3 (tiga) orang sebagai petugas meja 1 dan

meja 2 dan Meja 3, 2 (dua) Orang sebagai staf di Bagian Panitera Muda Hukum, 3

(tiga) Orang staf di Bagian Umum, 2 (dua) Orang Staf di Bagian Kepegawaian, 3 (tiga)
orang staf Perencaan TI dan Pelaporan, dan 6 (enam) Orang Staf di Bagian Keuangan
sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pen gelola PNBP dan Pejabat Pembuat Daftar
Gaji, Tenaga Operator SAK dan Rekonsiliasi Data, Tenaga Operator SIMAK BMN dan
Rekonsiliasi Data, dan 2 (dua) staf administrasi pengelola keuangan. Kekurangan

Pegawai tersebut satker Pengadilan TUN telah mengusulkan untuk pengangkatan

Honorer sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena sangat dibutuhkan demi

kelangsungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

C. Mutasi

Mutasi Keluar Yaitu 4 (empat) orang : Haryati, S.H.,M.H. Nur Akti, S H. Aditya
Reza Gusnanda, A.Md, Hi.Jar’an Kadir, S.H. dan untuk Mutasi Masuk Yaitu 4

(empat) orang : Mursalin Nadjib, S.H. Susilowati Siahaan, S.H.,M.H. Aditya Putra
Permana, S.H. Suriansyah, S.H.

D. Promosi

Tidak ada Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang di
Promosikan Mendapatkan Jabatan pada Tahun 2022

E. Pensiun

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memasuki usia pensiun An.
TERIS MARALINTU pada bulan Juni Tahun 2022
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F. Diklat ( Teknis / Non teknis )

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Teknis
Judicial, pada tahun 2022 telah diikutkan para Hakim , Pejabat teknis
Kepaniteraan dan Pejabat Non Teknis Kesekretariatan ~ Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Yaitu :

1. Mengikuti Pelatihan Administrasi pengajuan tujangan kinerja
dan biaya transportasi Hakim serta pelaporan anggaran melalui
aplikasi SMART yang diikuti oleh FEMIANTI. S.Kom

dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022 secara Zoom
Meeting Mahkamah Agung R.I.

2. Mengikuti kegiatan Pengarahan dan Dialog Warga
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak
secara Online  yang dilaksanakan oleh irektorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung R.I yang diikuti oleh
FEMIANTILS.Kom dan WARDI.SE yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Januari 2022 secara Zoom Meeting.

3. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi BerAKHLAK  Unit
pengendalian Gratifikasi, Roadmap Reformasi Birokrasi dan
Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Miltun
dilaksankan pada tanggal 03 Februari 2022 yang diikuti oleh

seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Zoom Meeting.

4. Mengikuti Kegiatan penyerahan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan
BPK Mahkamah Agung RI secara Elektronik bagi Sekretaris
dan Pejabat Keuangan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara pada tanggal 07 Februari 2022 Zoom Metting.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



5. Mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan
Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah
Agung RI bagi Jajaran 4 Lingkungan pada
tanggal 27 s/d 28 Januari 2022 yang diikuti

oleh Seluruh Pegawai PTUN Palu secara Zoom
Metting.

6. Mengikuti Pelatihan Pemberian Aplikasi E-LAP dan Aplikasi
MONEKSTUN serta Aplikasi E-SURVEI pada Dirjenmiltun
maka akan diselenggarakan kegiatan peluncuran dan
Sosialisasi ketiga Aplikasi tersebut secara Online yang
dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 yang diikuti oleh

SITTI JUNAEDAH,SE dan Pejabat Keuangan serta Staf
Keuangan .

Mengikuti Kegiatan memperingati HUT IKAHI ke
— 69 Tahun 2022 dengan Tema Sinergitas Ikahi
Mendukung Akselerasi Terwujudnya Peradilan
Modern” dilaksanakan pada tanggal 22 Maret

2022 yang diikuti oleh Ketua SUSILOWATI

SIAHAAN,SH.MH dan Seluruh Hakim PTUN
Palu.

8. Mengikuti Sosialisasi Tertib Administrasi pengelola keuangan
penertiban Data Rekening dan Pengembalian tunjangan kinerja
serta meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada
Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022

yang diikuti oleh H. SITTI JUNAEDAH, SE dan
FEMIANTIS.Kom.

Mengikuti Persiapan Pelaporan Triwulan I Tahun Anggaran
2022 pada Aplikasi E-Monev Bappenas berdasarkan peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 PTUN Paly mengikuti
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sosialisasi  yang diikuti oleh Pejabat Keuangan dan Staf

Keuangan pada tanggal 18 April 2022.

10. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka Evaluasi
Kinerja Semester I Tahun 2022 dilingkungan Dirjen
Badilmiltun  yang dilaksanakan oleh Diklat Mahkamah
Agung R.I pada tanggal 13 s/d 25 Juli 2022 yang diikuti oleh
Sekretaris dan Kasub. Keuangan secara Daring,

1. Mengikuti Sosialisasi Pengajuan RKBMN Tahun Anggaran
2022 secara Daring di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 Juli 2022 yang

diikuti oleh  Sekretris dan Kasub Keuangan secara Zoom
Metting.

12. Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap isian
sub Menu evaluasi pengadaan barang pada Aplikasi e-Sadewa
secara Online yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 26 Juli

2022 yang diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Keuangan dan
Staf DIAN PUSPITA, SH .

13. Dalam Rangka Meningkatkan koordinasi antar Unit kerja
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi
Kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022
yang diikuti oleh FEMIANTLS Kom secara Zoom Metting,

14. Mengikuti Undangan Sosialisasi penggunaan Aplikasi e-Prima
yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 yang diikuti

oleh Sekretaris dan Kasub bagian Keuangan PTUN Palu secara
Zoom Metting.

15. Mengikuti Sosialisasi Pembayaran Penghasilan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sehubungan Surat
Kepala KPPN Palu Nomor : S-1995/KPN.2701/2022
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dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 yang ikuti oleh

Sekretaris dan Kasubag Keuangan PTUN Palu secara Zoom
Metting.

16.Mengikuti Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Penerimaan

17

18.

18;

20.

Barang Jasa dari Mitra Kerja di lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dilaksanakan
pada tanggal 15 September 2022 yang diikuti oleh
FEMIANTI, S.Kom, WARDI,SE secara Zoom Metting.

Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Teknis Satgas Peradilan
TUN dan Pengamanan SIPP surat Dirjen Badilmiltun yang
dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 yang diikuti
oleh FEMIANTI,S.Kom, WARDI,SE secara Zoom Metting.

Dalam rangka mengikuti Undangan Pengantar Purnabakti
Bapak Prof..H.SUPANDI,SHM.Hum (Ketua Kamar Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung R1I) yang dilaksankan pada
tanggal 30 September 2022 yang diikuti oleh Ketua dan
Seluruh Pegawai PTUN Palu melalui Zoom Metting.

Dalam Rangka kerjasama Yudisial dengan Mahkamah Agung
Kerajaan Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) sejak tahun
2013. Fokus dari kerjasa ini adalah pertukaran pengetahuan
dan pengalaman kedua Lembaga Peradilan untuk memperkuat
kualitas serta konsistensi putusan Pengadilan yang
dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 yang diikuti

oleh Wakil Ketua dan Para Hakim PTUN Palu secara Zoom
Metting.

Mengikuti Instruksi Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam
rangka Reformasi Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme pada Mahkamah Agung RI maka

diadakan Pembinaan Seluruh Aparatur Peradilan Selndonesia
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21,

22

I~
|5

dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 yang diikuti oleh

Ketua dan Wakil, Hakim serta Seluruh Pegawai PTUN Palu
secara Zoom Metting.

Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada
tanggal 6 Oktober 2022 yang diikuti oleh Ketua Wakil dan

Hakim Serta Seluruh Pegawai PTUN Palu dilaksanakan
secara Zoom Metting.

Mengikuti Rapat Koordionasi dan Konsultasi Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023
Selndonesia 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah
Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022
yang diikuti oleh Sekretaris, Kasub Bagian PTIP dan Kabag.
Keuangan serta Operator PTUN Palu Secara Zoom Metting.

Dalam Rangka meningkatkan akurasi Rencana Penarikan
Dana (RDP) pada Halaman III DIPA dan Capaian IKPA pada
Triwulan IV Tahun 2022 sebagai Implementasi PMK
195/PMK.05/2018 tentang Monev pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022
tentang Juknis penilaian IKPA yang dilaksanakan pada tanggal
19 Oktober 2022 yang diikuti oleh Hj. SITTI JUNAEDAH,SE

Hj. AMINAH,SH dan FEMIANTLS.Kom secara Zoom
Metting .

24 Mengikuti  Sosialisasi  Sinergi Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat
(KIS) oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan  Sekretaris
Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Nopember 2022 yang
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25.

26.

27

28.

diikuti oleh Ketua dan Seluruh Pegawai PTUN Palu secara
Zoom Metting,

Mengikuti Pelatihan PPK Satuan Kerja Pemerintah Pusat
berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 16 Juli 2021
diikiuti oleh FEMIANTIL,S.Kom secara Zoom Metting,

yang

Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan
Rencana Program dan Anggaran Sewilayah Hukum PT.TUN
Makassar yang dilaksanakan pada tanggal, 16 s/d 18
Nopember 2022 yang diikuti oleh Hj. SITTI JUNAEDAH,SE,
Hj.  AMINAH,SH, DIAN PUSPITA,SH, GALIH

AZIZKHAN,S.IP dan WARDI,SE bertempat di SWISS BEL
HOTEL Palu.

Mengikuti Persiapan pelaksanaan PIPK Tahun 2022 dan
Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 2505/SEK/PL.07/10/2022 perihal penerapan dan
penilaian PIPK 2022 pada tanggal 10 Nopember 2022 yang

diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Keuangan serta DIAN
PUSPITA secara Zoom Meting.

Mengikuti Sosialisasi Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil , disiplin dan Kinerja PNS di Lingkungan Mahkamah
Agung RI pada tanggal 21 s/d 22 Nopember 2022 yang

diikuti oleh Ketua dan Seluruh Pegawai PTUN Palu secara
Zoom Metting.

29 Mengikuti Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran

perkara Lingkungan Hidup bagi Pengadilan TK. Pertama
diwilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN yang
dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2022yang diikuti oleh
MURSALIN NADIJIB,SH, SLAMET RIYADLSH, SITTI
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NURCE SAPAN,SH, SURIANSYAH,SH, KARNALI, SH
SHENNY RUSTAM MOIDADY, SH secara Zoom Metting.

30.Mengikuti Monitoring dan Evaluasi peningkatan Kinerja dan
kualitas Pengganggaran pada Tahun 2022 Peradilan Tata
Usaha Negara Seluruh Indonesia pada tanggal 30 Nopember
2022 yang diikuti oleh SITTI JUNAEDAH,SE, HJ.
AMINAH,SH FEMIANTLS.Kom secara Zoom Metting,

31.Mengikuti Acara Peresmian Operasional 13 Pengadilan
Tingkat Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat
Pertama dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2022 yang

ditkuti oleh Ketua, Wakil dan Seluruh Pegawai PTUN Palu
secara Zoom Metting.

32.Mengikuti Pelatihan Singkat identifikasi dan penomoran

perkara lingkungan hidup Pengadilan Tingkat Pertama di
Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 yang dikuti
oleh Mursalin  Nadjib, SH, Sitti Nurce Sapan,SH,

Suriansyah,SH dan Shenny Rustam Moidady,SH secara Zoom
Metting.

33.Mengikuti Sosialisasi Pengimputan Data Usulan Baseline
Tahun Anggaran 2023 melalui Aplikasi e-IPLANS dalam hal
penggunaan Aplikasi tersebut secara Zoom Meting pada
tanggal 23 Desember 2022 yang ditkuti oleh Hj.SITTI
JUNAEDAH,SE, Hj.AMINAH,SH NUR RAMADHAN,
A MdMIL,SH.

Selain  mengikut sertakan pendidikan dan latihan, juga
dilaksanakan diskusi-diskusi masalah Hukum dan Perundang-

undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
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profesionalitas tenaga teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu.
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BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2022 telah mengelola
Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan Dana yang telah dialokasikan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu DIPA 005.01
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.106.377.000,- DIPA 005.05 sebesar Rp. 47.100.000,-
Realisasi Anggaran belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai
Alokasi Anggaran belanja gaji dan tunjangan Rp.3.281.313.000 - Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.266.146.944,- Sisa Anggaran
Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.166.056,-

b. Belanja Barang

Alokasi Dana Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp. 1.813.445.000,- Realisasi Anggaran belanja barang sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.813.177.184,- . Sisa Anggaran belanja barang

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai Berikut : Rp.267.816,-

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2022 juga telah melaksanakan

Pengelolaan Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Modal sesuai dengan DIPA Tahun
Anggaran 2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima Anggaran belanja modal

sebesar Rp.
8.011.619.000,-

Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2022

sebesar Rp. 7.999.965.375,- Sisa Anggaran Belanja Modal sampai tanggal 31 Desember
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.653.625,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2022 juga telah melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Negara belanja barang DIPA Nomor 005.05.2.578851 dengan
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Anggaran sebesar Rp. 47.100.000,-Realisasi belanja barang dan jasa pelayaan hukum
sebesar Rp. 45.000.000,- Sisa belanja barang dan jasa pelayanan hukum sebesar Rp.
2.100.000,-

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah di renovasi sesuai proto
type Empat Lingkungan Peradilan yang dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada akhir bulan
Desember Tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 dilanjutkan dengan pekerjaan
sarana lingkungan kantor yaitu perbaikan drainase dan penataan halaman gedung kantor.

Dan pada tanggal 28 September 2018 telah terjadi Gempa Bumi yang sangat dahsyat
yang mengakibatkan kerusakan berat pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Saat ini
Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam proses pembangunan, dan saat ini
gedung tempat perkantoran dengan status sewa yang bertempat di J1.Puebongo Wisma Alam
Raya No 87 Palu Barat.

a)  Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
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b) Kendaraan Dinas

Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2 dan Rumah Dinas

: : Tahun Kondisi '
No | Uraian abateeer e e . | Keterangan
L PR 5 Pero_léhan' a5 Baik i ._Ru.sak_ i .R“sak:. . ; g
: i bt _ | Ringan | Berat
1 .'Kéndai'aan_
_ Rodad ot
1 Sedan ( Vios ) 2007 v Rusak ringan
2 Kijang Kapsul | 2001 v| Rusak berat
Jenis Tahun i
Rusak Rusak
II Kendaraan Perolehan Baik Keterangan
Ringan Berat
Roda 2
1 Gl-Pro 2006 o Rusak
Ringan
5 Honda NF 125 | 2006 > Rusak
D Supra Ringan
Honda NF Supra | 2007
125 SFC
Honda Supra NF | 2008 _ 2
4 v Baik
125 TRF
5 Revo 2009 v Baik
6 Revo 2009 v Baik
7 |Revo 2009 v Baik =
¢) Rumah Dinas PTUN Palu bertype C
Kondisi
No Uraian Jumlah i Rusak | Rusak Keterengan
ai
Ringan | Berat
Rumah Dinas
Rumah  Dinas v Rusak
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Ketua Ringan

Rumah  Dinas Rusak
2 i 1 v

Wakil Ringan

Rumah  Dinas Rusak
3 ; 4 v

Hakim Ringan

Rumah  Dinas Rusak
4 : 1 v

panitera Ringan

Rumah  Dinas Rusak
5 ! 1 v

Sekretaris Ringan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini bertempat di Jalan Puebongo Wisma Alam
Raya No 87 Palu. Status gedung kantor sewa, dengan perkiraan bulan Oktober 2023 akan

menempati gedung kantor yang telah dilakukan pembangunan kembali selama setahun lebih.

Adapun untuk sarana dan prasarana gedung baru, sangat membutuhkan pengadaan seperti

meubelair, atau furniture lainnya,dan perlengkapan Audio Visual untuk ruang sidang,
peralatan dan perangkat pengolah data.

dan

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-Court

Teknologi Informasi (TD, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah
Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu

manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau

menyebarkan informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan

basis utama teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi

membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada
informasi.

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga peradilan yang berfungsi

sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap

perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Lembaga Peradilan
melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan
adalah peranan lembaga peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia
membuat inovasi pelayanan Publik dengan berupa Aplikasi yang dapat memudahkan para

pihak-pihak yang berperkara ataupun masyarakat pencari keadilan.
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Pada tahun 2018, Mahkamah Agung RI menerapkan digitalisasi perkara dengan

menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna

Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online , Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya
Perkara , Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan
secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah e-Filing
(Pendaftaran Perkara Online dj Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya
Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan
Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik (vang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun 2018).
Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa
pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-
48 Tahun 2009 Tentang

undang Nomor
Kekuasaan Kehakiman (vang selanjutnya disebut dengan UU
Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses
penyelenggaraan peradilan, Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan

adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien

menjadi latar belakang dibentuknya e-courr. Seperti yang kita ketahui, kemajuan

perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.

Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan
lagi.

Layanan E-Court Sebagai Berikut :

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdafiar
sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan

TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim
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secara elektronik melalui aplikasi e-
(MARI).

Court Makamah Agung Republik Indonesia

E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara
elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan Tata Usaha Negara. Aplikasi ini
dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus
memasukkan dokumen elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima
secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk
memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. L-Filing juga dapat
digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam
rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan
dokumen Tata Usaha Negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar
teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain

telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melaluj aplikasi E-Court.

2. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan
secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran

(Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang
tersedia.

3. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap
panjar biaya perkara yang ditetapkan melalu aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut
pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara
yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu
pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan
memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan
yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdafiar dengan
rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna
Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MA-RI bekerja sama
dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara .
Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor

Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.
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4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan
bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat
disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak
Penggugat yang melakukan pendafiaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis,
sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat
dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis

untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara
tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

J. (e-Litigasi) Persidangan Secara elektronik

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga

dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan
Kesimpulan secara elektronik.

6. Putusan Secara Elektronik

E-court memuat Informasi Putusan yaitu tanggal putusan, tanggal minutasi dan

salinan putusan elektronik dapat diunduh melaluj aplikasi ini.

- Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis
web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP Juga bisa
digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun
sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi,
efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang
memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi
perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP
versi 5.1.0, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui
Website, dimana terdapat fitur — fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi
online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah
Agung dan Direktori Putusan,

Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan pada pelayan masyarakat maupun
pencari keadilan. SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan

semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran
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perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal
persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun
dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan
pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi

sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

D. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2022

Pengelolaan Persuratan mengacu pada ketentuan dalam Buku IJ tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu .
Surat Masuk dan Surat Keluar Kedinasan melalui satu pintu pengelolaan dibagian

Umum dan Keuangan. Data Persuratan dari J anuari s/d Desember 2022 dapat dilihat
pada table dibawah ini

: Umudee_uangan. _ | 1803 : E 409

1
2 | Kepegawaian, Ortala e aans 03
3 | Perencanaan, TI dan Pelaporan 2SN 43
4 |Perkara | Wlarise ey
St HkmE e e ey 31
0 ' T 1343
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi sejatinya adalah suatu pengakuan formal yang
diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu
lembaga atau organisasi. Pada Pen gadilan Tata Usaha Negara Palu
telah terakreditasi pada Tahun 2018 Sesuai Surat Direktoral
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor -
891/Djmt.3/B/07/2018 Perihal Akreditasi. Persiapan Akreditasi
pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk team
kerja Akreditasi dari personel Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat
Struktural, Pegawai maupun para Honorer yang sangat membantu
hingga terlaksananya persiapan Akreditasi pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu, sehingga mendapatkan Nilaj yang
memuaskan. Dalam hal Akreditasi tersebut Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu selaku Pimpinan sangat memberikan apresiasi
Team Akreditasi Pada Kantor Pen gadilan Tata Usaha Negara Palu,
dengan persiapan rapat team Akreditasi dan pembuatan Surat
Keputusan Ketua tentang Penunjukan Kelompok Kerja Akreditasi
demi terlaksana Peradilan yang terakreditasi sesuai standar
Akreditasi Pelayanan Peradilan. Adapun  kelompok Kerja
Akreditasi terdiri dari 7 (tujuh) Area akreditasi yang meliputi:

Area 1 : Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya
Manusia;

Area 2 : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara;
Area 3 : Sarana dan Prasarana Pen gadilan;

Area 4 : Pengelolaan SIPP dan Apliksi berbasis SIPP;
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Area 5 : Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
Area 6 : PNBP dan Biay Proses Penyelesaian Perkara;

Area7 : Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak
Mampu

Seluruh Personal Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara
keseluruhan Team Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu, bekerja menyiapakan, memperbaiki, melengkapi segala sesuatu
yang menjadi syarat pokok penilaian guna memenuhi Akreditasi
Penjaminan Mutu Pelayanan. Pelaksanaan Persiapan Akreditasi
dilakukan dimulai Hari Kamis 26 Juli 2018 sampai dengan Minggu 12
Agusutus 2018 kurang lebih tiga minggu dari Pagi, Siang, Malam,
diluar hari kerja kantor seluruh tim Akreditasi 7 Area bekerja keras
untuk melengkapi data eviden demi mendapatkan hasil yang
maksimal sesuai dengan standar pelayanan peradilan.

Team Assesmen Akreditasi melakukan penilaian Akreditasi
berlangsung selama 3 Hari dari tanggal 13 Agustus 2018 s/d 15
Agustus 2018. Setelah acara sambutan diruang sidang utama, Para
Ketua dan Anggota Team Akreditasi Penjaminan Mutu mulai
menanyakan, memeriksa dan meneliti data eviden seluruh 7 Area

Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu.
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Gambar 1
Pengarahan dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara

Gambar 2 Ruang Sidang Utama Pengarahan Tim Akreditasi Penjami
Mutu Badan Peradilan Militerdan Tata Usaha Negara

nan
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Gambar 3 Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP)

Gambar 4 Foto bersama setelah Pengumuman

Hasil Akreditasi penjaminan Mutu

Pengumuman Hasil Penilaian Setelah 3 hari Assesmen Akreditasi
Penjaminan Mutu yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018. Ketua Tim

38
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



Assesor beserta anggota bertemu dengan seluruh personil Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu diruang sidang utama dengan agenda pengumuman

hasil pemeriksaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.

Tujuan dari agenda assesmen tersebut adalah untuk menentukan
Status & penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara palu sesuai dengan
Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun dan Jjuga untuk

melihat interaksi & implementasi dari kebijakan, sasaran & prosedur
termasuk pencapaiannya.

Dibacakan langsung oleh Ketua Assesor yaitu Ibu Ambar Susilowati S.H.,

MH. dengan nilai faktual yang tercapai pada 7 Area Akreditasi
Penjaminan Mutu sebagai berikut :

AREA 1 : Manajemen Kepemimpinan & Sumber Daya Manusia. (Nilai
Faktual : 102) Capaian : 94%

AREA 2 : Pola Bindalmin & SOP Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual :
2119) Capaian : 89%

AREA 3 : Sarana & Prasarana Pengadilan. (Nilai Faktual : 241) Capaian :
97%

AREA 4 : Pengelolaan SIPP & Aplikasi Berbasis I.T. (Nilai Faktual : 474)
Capaian : 91%

AREA 5 : Pelayanan Meja Informasi & Meja Pengaduan. (Nilai Faktual .
372) Capaian : 99%

AREA 6 : PNBP & Biaya Proses Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual :
146) Capaian : 94%

39
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



AREA 7 : Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
(Nilai Faktual : 56) Capaian : 100%

Setelah hasil penilaian dari para Tim Assesor, Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu dipandang pantas & layak mendapatkan nilai 91.29 A
(Excellent).

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Latar belakang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pinty
(PTSP) adalah untuk mempermudah proses administrasi pada Pengadilan
Tata Uasa Negara Palu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian Pelayanan
Pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif,
efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibiliias. Pada meja
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang di tempatkan pada Loby
depan ruang sidang yang menempati meja pelayanan adalah bagian
Kepaniteraan dan Kesekretariatan maupun Piket resepsionis. Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Sangat memudahkan para pencari keadilan
mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah,
akuntabel. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) merupakan standar
dalam pelayanan peradilan oleh karena itu, sebagai pelayan masyarakat

selalu memberikan pelayanan optimal yang terbaik untuk para pengunjung
maupun pencari keadilan.

- Inovasi Pelayanan Publik
Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat
yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan
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membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, yang juga menjadi acuan dalam
kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dj Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan
seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan
publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap
warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab
negara dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Pelayanan Publik di badan peradilan indonesia hari ini telah
beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif),
tiadalah hal yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, dengan
perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian
pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat
pencari keadilan yang mengoptimalkan teknologi Informasi. Dalam
hal meningkatkan dan mewujudkan pelayanan Akreditasi pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu adanya Inovasi
Pelayanan Publik untuk memudahkan para pemberi pelayanan
maupun dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan tepat,
efesien, akuntabel. Inovasi tersebut berupa fasilitas ruang sidang,
Tuang tunggu para pihak yang sebelumnya dibawah standar layanan
sekarang menjadi lebih nyaman yang sesuai dengan standar layanan
Akreditasi, Informasi kompetensi layanan kepada masyarakat,
tersedianya  Nomor  antrian agar  lebih  dimaksimalkan
pemanfaatannya dengan memperhatikan mekanisme antrian bagi
penyandang disabilitas, tersedianya duplikasi meja PTSP yaitu meja
media center/ layanan disabilitas dengan meja umum, tersedianya
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Sarpras disabilitas Ramp an Guiding Blok sesuai dengan Peraturan
Menteri PU Nomor : 14/PRT/M/2017, tempat parkir dan sarana
prasarana yang lainnya yang merupakan inovasi pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu. Untuk saat ini sarana dan prasarana
penyandang disabilitas seperti guiding block belum  memadaj
karena kondisi kantor saat ini masih dalam pembangunan dan
sementara kantor dengan status sewa, Adapun Inovasi lainnya
berupa Aplikasi yang dibuat oleh Pegawai yang dapat memudahkan
mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini.

Adapun Inovasi pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. PTSP online (Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

2. Sipesipa Sistem Pengembalian Sisa Panjar Perkara secara
digital;

3. E-BHT Elektronik Berkekuatan Hukum Tetap;

4. SOP Layanan bagi Penyandang Tuna rungu pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dj Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu;

5. Optimalisasi Penataan Alur Pengisian Indeks Kepuasan
Masyarakat Berbasis Digital Bagi kelompok Rentan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

6. Digitalisasi Antrian Sidang bagi Kelompok Rentan dengan
Fitur Text To Speech pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu;

7. Standar Operasional Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat

dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang

bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara preventif dan agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan per
Undang-Undangan yang berlaku, sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh
aparat pengawasan yang khusus ditunjuk melaksanakan tugas tersebut dalam
satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Bahwa setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Peradilan

wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya

untuk  melaksanakan pemeriksaan rutin / reguler dalam upaya pengendalian

Internal.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan surat tugas Nomor: W4-
TUN/605/KP.01.2/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 Tentang Pengawasan dan Pembinaan

dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Tim Pengawasan dan Pembinaan
yang melaksanakan sebagai berikut:

1. Kasim, SH. M.H.

2. Abdul Rais, S.H. M.H.

3. Haryoko Prabowo, S.E.,S.H.

4. Nurul Hidayat, A.Md.
Selama 3 (tiga) hari kerja dari tanggal 15 s/d 17 Juni 2022 dengan agenda
pemeriksaan berkas, dokumen laporan terkait Kepaniteraan dan Kesektariatan.

Bahwa pada tanggal, 10 November 2022 sesuai Surat Tugas Nomor : W4-

TUN/1375/KP.01.2/11/2022 Tentang Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
pada bagian kesektariatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tim Monitori

ng dan
evaluasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne

Melaksanakan sebagai berikut :
1. IRHAMTO, S.H.
2. IRWAN, S.H.
3. DIANA RAHMAWATI, S.Kom
Selama 3 (Tiga) hari kerja dari tanggal, 14 s/d 16 November 2022.

gara Makassar yang
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Bapak WAKIL KETUA MURSALIN NADIJIB,SH.MH bertindak selaky
koordinator pelaksanaan tugas pengawasan.

Hasil dari pembinaan dan pengawasan di expose oleh Pak Irhamto, S.H. Hakim

Tinggi PT TUN Makassar yaitu ada beberapa poin temuan yang disampaikan dan perlu
diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

10.

Pengelolaan anggaran terkait dengan perjalanan dinas peril diperhatikan
mekanisme pelaporan, Jangka waktu perjalanan serta Pengggunaan
DIPA Anggarannya;

Perjalanan dinas harus disertai dengan pertanggungjawaban  berupa
laporan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan konsultasi;

Jangka waktu perjalan dinas tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari kerja dan
harus dilakukan dalam rentang waktu hari kerja;

Tidak boleh menggunakan 2 DIPA anggaran dalam 1 (satu) kegiatan
perjlalanan dinas;

Tertib surat tugas dan perjalanandinas perlu diperhatikan karena
merupakan indikator penilaian Zona Integritas;

Realisasi DIPA 05 PTUN yang masih 71% harus dioptimalkan dan
ditingkatkan menjadi lebih 80% mengingat saat ini sudah memasuki
Triwulan I1I;

Kebersihan dan kerapian ruangan perlu diperhatikan dan ditingkatkan
sebagai tanggungjawab bersama demi kenyamanan dalam bekerja;
Pengisian Buku Register perlu diupdate mengikuti data sebenarnya yang
ada pada SIPP;

Penataan administrasi dokumen dan berkas perkara perlu diperhatikan,
diperbaiki serta dimonitoring secara berkala mengingat kondisi gedung
kantor dan ruangan yang rentan terhadap hujan dan rayap;

Apabila memungkinkan untuk diadakan penyewaan ruang tambahan

agar lemari serta berkas yang belum tertata bisa terakomodasi dengan
baik.
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Obyek Pengawasan Meli puti :

1. Manajemen Peradilan yang antara lain:
a. Program Kerja
b. Pelaksanaan
¢. Pembinaan
d. Evaluasi Kegiatan

2. Administrasi Perkara

a. Prosedur Penerimaan Perkara
b. Prosedur Penerimaan Banding
¢. Prosedur Penerimaan Kasasi
d. Prosedur Penerimaan Peninjauan Kembali
e. Keuangan Perkara
f. Pemberkasan dan Persiapan Perkara
g. Pelaporan

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
a. Pembagian Perkara dan Penentuan Putusan

b. Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara
¢. Minutasi Perkara

d. Pelaksanaan Putusan
4. Administrasi Umum

a. Kepegawaian

b. Keuangan

c. Inventaris

d.Perencanaan IT dan Pelaporan

e. Perpustakaan, Tertib Persuratan dan Perkantoran
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pembinaan dan Pengembangan SDM

b. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Inventaris

¢. Ketertiban, Kedisiplinan dan Ketaatan

d. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara

e. Pengaduan Masyarakat
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B. Evaluasi Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang disertai dengan rekomendasi
yang ditujukan kepada Pimpinan maka sangat penting untuk dilakukan evaluasi
untuk menilai apakah rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang
ada. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu
untuk digunakan dalam menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah

keputusan dalam upaya melakukan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan
dilapangan.

Tuwjuan dilakukan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan dari
hasil pengawasan, melalu kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya
serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan kesimpulan

dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus menerus mengarahkan pencapaian
Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I
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BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

L. Sruktur  Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan
Keputusan KMA Nomor 012/SK1993 Tanggal 05 Maret 1993 dan Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor 02-PR.07.02 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi
dan telah diubah dengan struktur bary berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2015 yaitu pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris.

. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan pegawai yang
profesional dan berkompetensi maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan
perjanjian kinerja dengan pegawai dan pada akhir tahun akan dilakukan penilaian
sesuai dengan perjanjian kinerja pegawai yan.g telah disepakati.

. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuaj dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat  Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membuat Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai panduan untuk menjaga konsistensi dan
tingkat kinerja pegawai, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab
pegawai terkait dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin,

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Sumber Daya Manusia

berjumlah 37 (tiga puluh tujuh ) termasuk Hakim 7 orang dan pegawai teknis dan

non teknis 26 pegawai dan PPNPN 1] orang. Jumlah personil pegawai yang ada saat

ini masih sangat kurang sehingga perlu penambahan pegawai sebanyak 11 orang
untuk ditempatkan sebagai staf pada bagian kepaniteraan dan kesektariatan.

5. Keadaan Perkara dj Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dari tahun ke tahun

meningkat. Jumlah perkara yan g terdaftar tahun 2022 mencapai sekitar 137 perkara,

6. Pengelolaan sarana dan prasarana sebagian telah memadai namun setelah

pembangunan gedung baru, banyak membutuhkan sarana prasarana yang
baru, dikarenakan sarana prasarana yang lama sudah banyak mengalami
kerusakan akibat pindah gedung. Permintaan pengadaan tirai penutup jendela
(roller blind), dan meubelair, untuk melengkapi sarana prasarana pada gedung baru
telah diusulkan pada tahun anggaran 2024, dan pengadaan kendaraan dinas roda 4
dan roda 2, dan perlengkapan fasilitas perkantoran lainnya, dengan harapan agar

dapat terpenuhi dari usulan anggaran yang telah disampaikan,
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7.

8.

9.

10.

Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan DIPA

terdiri atas 3 (Tiga) program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Realiasj penyerapan anggaran baik belanja pegawai, belanja
barang, dan belanja modal rata-rata mencapai 95% keatas dan secara keseluruhan
persentase anggaran mencapai 99 %.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengembangan teknologi informasi
telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan dalam usaha untuk
meningkatkan kemampuan perangkat teknologi informasi bajk berupa penambahan
perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak.
Aplikasi yang tersedia adalah aplikasi SIPP, Aplikasi Buku Tamu Elektronik |
Aplikasi SIAS, Aplikasi Komdanas dan Aplikasi IKM untuk tahun 2021 dan untuk
inovasi terbaru pada tahun 2022 yaitu berupa:

L. PTSP Online pada Pengadilan Tata Usaha Ne gara Palu;

2. SIPESIPA Sistem Pengembalian Sisa Panjar Perkara Secara Dagital;

3. E-BHT Elektronik Berkekuatan Hukum Tetap;

4. SOP Layanan bagi Penyandang Tunarungu pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
Optimalisasi Penataan Alur Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat Berbasis
Digital Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
6. Digitalisasi Antrian Sidang bagi Kelompok Rentan dengan Fitur Text To

Speech pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Standar Operasional Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Bagi Kelompok

Rentan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun untuk mengatasi masalah- masalah

mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terarah dengan
baik, dan dapat mencapai tujuan akhir dari reformas; dengan melaksanakan program
Manajemen Perubahan, melaksanakan Peraturan Perundang—undangan, Penataan Dan
Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.

Pelaksanaan pengawasan Internal dj Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selain
dilakukan oleh atasan langsung sebagai bentuk pengawasan melekat, juga dilakukan
oleh pengawas bidang yang dikoordinir oleh Hakim Senior bertindak selaku

koordinator pengawas Hakim Pengawas Bidang. Hasil pengawasan yang di
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rekomendasi  dilakukan evaluas; untuk menilai apakah

rekomendasi  telah

dilaksanakan sesuai den gan petunjuk yang ada.

B. REKOMENDASI

1.

Mengingat  kurangnya personil pegawai yang ada saat inj maka
diperlukan penambahan pegawai untuk sebanyak 16 orang. untuk
ditempatkan sebagai tenaga staf di Bagian Panitera Muda Perkara sebanyak
3 (tiga) Orang sebagai petugas meja 1 dan meja 2 dan Meja 3, 2 (dua)
Orang sebagai staf di Bagian Panitera Muda Hukum,

3 (tiga) Orang staf di Bagian Umum dan Keuangan, 2 (dua) Orang Staf di
Bagian Kepegawaian, dan 6 (enam) Orang Staf di Bagian Keuangan sebagai
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengelola PNBP dan Pejabat Pembuat
Daftar Gaji, Tenaga Operator SAK dan Rekonsiliasi Data, Tenaga Operator

SIMAK BMN dan Rekonsiliasi Data, dan 2 (dua) staf administrasi pengelola
keuangan.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sangat membutuhkan peralatan

3

4.

dan fasilitas perkantoran seperti pengadaan tirai penutup jendela (roller
blind), pengadaan alat komunikas; (microphone) dan presentasi
(proyektor/infocus), pengadaan meubelair untuk perlengkapan sidang,
lemari arsip dan meja kerja pegawai, pengadaan CCTV, dan pengadaan alat
pemadam kebakaran.

Penambahan kendaraan dinas roda 4 (empat) sejumlah 4(empat)

unit masing-masing untuk Ketua, Wakil, Sekretaris dan Panitera.
Penambahan kendaraan roda 2 (dua) sejumlah 9 (sembilan) unit, masing-
masing untuk Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara  Pengelola PNBP, petugas rekonsiliasi data, kendaraan

operasional bagian umum, dan 4 (empat) Orang Juru sita pengganti.
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